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PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

DENGAN
PERKUMPLILAN PEMBERI JASA BANTUAN HUKUM KUONAMI
NOMOR : W.24 HN.04.03-T&0
FPada har ini Rabu tanggal 16 bulan April tahun 2025 bertempat di Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah
i

..  Meoma . Rakhmat Renaldy
Jabatan ;. kKepala Kantor Wilayah Kementenan Hukum Sulawesi Tengah
Alamat . Jl. Dews Sartika No. 23 Falu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menten Hukum, selanjutnya disebut
sabagal PIHAK KESATU,

. MNsema . Mujizah Ulya
Jabatan ; Direkturiketua Perkumpulan Pamben Jasa Bantuan Hukum
Kuonami
Alamat ¢ JI. Kedondong Lrg. Tamaco, RT. 004, RW. 002, Kel. Donggala

Kodi, Kec. Lujadi, Kota Palu
Datam hal int Bortindsk untuk don glss nama Porkumpulan Pemben Jasa
Bantuan Hukum Kuonami, salanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebul PARA
PIHAK ferebih dahulu memnelaskan

a. PIHAK KESATU dalam hal inl merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada
Fantor Wilayah Kementenan Hukum Provinsi Sulaweasi Tangah.

b. PFIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemben
Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menten
Hukum Nomor M.HH-3.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi
Dantuan Mukum yang Lukas \Verifikasi dan Akreditasi sabagai Pambsr Bantuan
Hukum Periode Tahun 2025 sd. 2027 dan Keputusan Menterd Hukum MNomor
M HH-6 HN.04 .03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang



Tenerifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemben Bantuan Hukum Periode
Tahun 2025 s.d. 2027, dengan slalus akreditasi C

Dengan mempernatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku
sehagai berikut:

1.

10.

11.

12

13.

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4288);

Lindang-Uindang Momaor 16 Tahun 2011 fentang Bantuan Hukum (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5248),

Undeng-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tenteng Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 226);

Peraturan Pemerintah Momor 42 Tahun 2013 tentang Syarst dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5421);

Peraturan Mentar Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemearintah Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Barita Megara Republik Indonesia Tahun 2015
Momor 816) ssbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl Momor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asas! Manusia Rl Nomeor 10 Tahun 2015 tentang
FPeraturan Pelaksanaan FPeraturan Pemerntah WNomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Camm Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukurmn (Berita Negara Republik |ndonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

Feraturan Menten Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2024 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 201);

Peraturan Menteri Hukumn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berta Negara Republk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);

Peraturan Menterd Hukum Republik Indonesia Momor 1 Tahun 2024 tentang
Organisesi dan Tata Kerja Kemenlerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 833),

Peraturan Menterd Hukum Republik Indonesia Momor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kera Kantor Wilayah Kementenan Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Momor 812);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Momor
M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 teniang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi
dan Mon Litigasi;

Keputusan Menteri Hukum Nomor MHH-5HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai
Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027,

Keputuzsan Mentern Hukum Nomor MHH-BHN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Trganisas: Bantuan Hukum yang Terverifikas: dan Terakreditasi Kembali
sebagai Pemben Bantwan Hukum Periode Tahun 2026 s.d. 2027

Petunjuk Pelaksanaan Kepala BFHN Nomor PHN.HMN.04.03-810 Tahun 2023
tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum,



14,

Daftar Islan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah
Kemeanterian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Revisi ke 01 Nomor . SP DIPA-
13511.2.683116/2025 Tanggal 21 Februan 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sapakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025,
gengan ketentuan sebagal bernkut -

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Pedanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

1
2.

3.

(1)

(2}

Badan Pembinaan Hukum Masional yang sstanjutnya disingkat BPHN adalah unit
kerja pada Kementerian Hukum salaku Penyelanggara Bantuan Hukum..

Kantor Wilayah Kementernan Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum
yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah.
Panitia Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut Panwaspus adalah unit kerja
khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mermikiki
tugas dan fungsl pengawasan, pemantauan, dan  evaluas) 1ernagap
penyelenggaraan bantuan hukum,

Panitis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kena
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementenan Hukum yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
panyalenaggaraan bantuan hukum di dasrah

Standar Layanan Bantuan Hukumn adalah tolok ukur yang dipérgunakan sebagai
padoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.

Pergawasan adalah proses pengamatan dar pelaksanaan bantuan hukum baik
sacara berkala maupun insidentil vang dilakukan secara langsung maupun bidak
langsung agar sasuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan parundang-
ungangan.

Evaluasi adalah penilaian atau pengukuran daiam rangka perbaikan pelaksanaan
bantuan hukum.

Sistemn Informasi Database Bantuan Hukurn yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elekironik yang
disglengoarakan pish Badan Pambinaan Hukum Nasional untuk menuniang
pelaksansan pembenan bantuan hukum.

Harn adalah hari kerja.

BAE I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perianjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai dasar
palaksansan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Balanja Megara Tahun Anggaran 2025,

Perjanjian Palaksanaan Bantuan Hukum ini bedujuan untuk membarkan
kepastian pembenan bantuan hukum kepada orang miskin atau kKeiompok orang
miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum
di Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB I
RUANG LINGKUP

Fasal 3
Ruang lingkup Peranjan Pelaksanaan Bantuan Hukurm ini meliputi
a. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata
Usaha Negara, pada tahap :
1)  Penydikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan;
Z) Persidangan di Pengadilan Tingkat | ;
3) Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding :
4} Parmsidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi: dan/atau
5}  Peninjauan Kembal|
b. Pembenan Bantuan Hukum Mon Litigasi dalam kegiatan :
1) Panyuluhan Hukum:
2) Konsultasi Hukum;
2) Investigasi Kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4} Penelitian Hukum;
5} Mediasi
&) Negosiasi;
7} Pemberdayaan Masyarakat,
8) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
8)  Drafting dokumen hukum.
€. Hak dan kewajiban, jangka wakilu, mekanisme penyelesaian perselisinan,
perianjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan (addendum), sanksi, dan
keadaan kahar (force maieure)

BAB Iv
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4
Hak dan Fewajban PARA FiHAK sebagai berikut
a. PIHAK KESATU
1) Hak:

a}l  Menyimpan, mengedarkan, menggandakan danfatau mempublikasikan
dokumen hasil pemberian bantuan hukum,

b} Memberikan rekomendasi peniatuhan sanksi apabila PIHAK KEDUA
melakukan pelanggaran terhadap Peranjian Pelaksanaan Bantuan
Huk L i,

2} Kewsgnban:

a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah
dan peraturan perundang-undangan;

b) Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan
hasil pekerjaan yang teiah dilaksanakan oleh PIHARK KEDUA;

¢  Melakukan pembinaan dan pengawasan melalul pemantausn dan
evaiuasi pelaksanaan bantuan hukum,



b.

(1)

(2}

(2)

(4)

PIHAK KEDUA
1) Hak:

Mengajukan tagihan jasa stau pencairan anggaran pemberian bantuan
hukum bagl orang miskin atau kelompck orang miskin kepada PIHAK
KESATU berdasarkan hasil pakerjaan melalui Sidbankum.

2]  Kewajiban

a) Memberikan pelayanan banfuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin dengan ssbaik-baiknya sesual dengan standar layanan
bantuan hukum dalam riang lingkup pekenaan yang diatur pada
Peranjian Felaksanaan Bantuan Hukum ini

b)  Memberikan laporan semua palaksanaan dan anggaran bantuan hukum
zacara akuntabel kepada PIHAK EESATU secara berkala sesual
dangan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.

o)  Mengajukan kelengkapan dokumen pancairan  anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
{lima) hari setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi).

d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran pantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
{ima) hari setelah pekerjaan selesal atau dokumen penanganan
perkara ditenma (untuk kegiatan litigasi).

BAB Y
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5
PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan pembearian bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin sfs_hes.a_r .

Anggaran

No JEHEIUEAH"I'I"UA.H o
: KLl .
i Perkara/Kegiatan 2025 Bantuan Hukum 2025
1 | LUmIEAas) Rp. 12.000.000 - '
e —. —{ Rp 14 700,000 - '
2 | HOMN LITIGASI | Rp. 2.700.000.- |

Dangan rincian sebagaimana tarlampir.
Hesaran anggaran bantuan hukum ssbagamana dimaksud pada ayal (1)
bersumber dar DIPA Kantor Wilaysh Kementerian Hukum Provingi Sulawes
TengahTahun Anggaran 2025,

Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimeksud pada ayat (1),
mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukumn Litigasi dan
Mon Litigasi berdasarkan Keputusan Menterd Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Momor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran
Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi danfatau fidak tersedia, maka PIHAK
KEDUA tetap wajib memberkan bantuan hukum kepada orang astau kelompok
Crang miskin secara mandin/probono.

Lt



(1)

(2}

(1)

()

)

{2)

{3)

(4)

BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

PasalB
PIHAK KESATU berhak mengalinkan anggaran PIHAK KEDUA vyang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasi
pemantauan dan evaluasi,
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cieh
Famwaspus dan Fanwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7
Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal & hanys dapat
dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama {(anggaran lifigasi ke litigasi dan
anggaran non ltioasi ke non litigasi)
Pengalinan anggaran tidak dapat dilakukan uniuk tahapan perkara can/atau
kegiatan yang felah terbayarkan danfatau yang permchanannya telah terverifikasi
clalam Sidbankurm.

Pasal 8

Fengaiihan anggaran sabagaimana dimaksud daiam Fasal 6 ayat (1) dituangkan

labih lanjut dalam Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan

{addendum) sebagal baglan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjan

Pelaksanaan Bantuan Hukurm ini.

Penanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (adodendum) dapat dilakukan

pada Triwulan [ dan/atau Triwulan Il Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaanya

dilakukan oleh BPHN selaku Panita Pengawas Pusat dangan mempertimbangkan
percentasa serapan anggaran baniuan hukum dan/atau hasil pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum.

Penanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan (|

sebagamana ayat (2) dilaksanakan dengan ketontuan sebagai berikut:

a) Peranjian Pelaksanaan Baniuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 50% atau lebih dari anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran darn
Pember Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada tiwuian |l tidak
mencapal 50% dan anggaran yang tersedia;

b) Apabia PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 50% hingga
pada triwulan || sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialinkan paling
banyak 70% dari sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemben
Bantuan Hukum yang telah tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telah menyerap 50% dari anggaran yang tersedia, dengan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinera Pemberi Bantuan
Hubkum (IKP) daiam e-monev, danfatau hasi pemaniauan dan evaiuasi.

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan {addendum) pada triwulan |1l

sebagamana ayat (2) dilsksanskan dengan ketentuan sebagai barikut:

a) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabia PIHAK. KEDUA talah manyerap 100% atau lebih dar anggaran yang
fersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengslihkan alokasi angdaran dari
Pembern Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan |l tidak
mencapai B0% dari anggaran yang lersedia;

b) Apabla PIHAK KEDUA serapan anggamnnya tidak mencapal 80% hingga



(3)

(8)

(1)

(2}

1

i2)

(=

{4

(S)

{8)

pada triwulan Il sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan seluruh
sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telah menysrap 100% dari  anggaran  yang tersedia, dengan
mempeartimbangkan ketersediaan anggaran, Indaks Kinera Pemban Bantuan
Hukum {IKP) dalam e-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi;
Selain pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampal
dengan ayat (4), pihak KESATU dapat melakukan Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum Tambahan (addendum) atas kebijakan Badan Pambinaan Hukum
Masional (BPHMN) selaku Fanitia Pengawas Pusat danfatau kebijjakan [ain
pemerintah dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi
Dalam hal setelsh Perganjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) dilakukan terjadi ketidakaktifan atau kurang akiif dar PIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATU dapat mealakukan
pangalihan anggaran kembali dangan ketentuan yang diatur kemudian

Pasal 8

Dalam hal Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (aodendum) tidak
ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sampai batas wakiu yang ditentukan, PIHAK
KESATLU tetap dapat mengalkihkan anggaran dimaksud tanpa parsetujuan terabih
dahuiu dan PIHAK KEDUA.

Tidak ditendatanganinya Peranjan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(zddendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan
pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATL.

BAR VI
JANGKA WAKTU

Pasal 10
Faranjian Pelakeanaan Bantuan Hukum ini mulai berdaku sejak tanggal 02 Januarn
2025 dan berakhir pada langgal 09 Desember 2025,
FiHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pembayaran anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2025 kepada PIHAK KEGATU sejak tanggal 02 Januan
2025 sampa dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
berakhir,
Calam hal batas waktu Perjanjian Pelaksansan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mangajukan
pembayaran pada tahun berikutnya.
FPembayaran anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun beralan sesual barlakunya Perjaniian Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini.
Pembayaran anggaran bentuan hukum litigasi hanya dilakukan untuk perkara
yang pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesual berakunya
Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2024
yang berlznjut ke tahun 2025 hanya dapat dilskukan terhadap perkara yang
pandampingan layanan bantuan hukumnya barlanjut pada tahun anggaran 2025,

Pasal 11

Pendampingan perkara Litigasi atau pelaksanaan kegiatan MNonliigasi yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA antara tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan



tanggal 31 Desember 2025 tetap dapat dilakukan secara mandiri/probono tanpa
melalui APEN dan dilaporkan melalui fitur Bankum Mandini dalam Sidbankum,

BAB Vil
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTALAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Fasal 12

(1) FIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum
kepada PIHAK KESATU berdasarkan persefujuan dan Ketua Panwasda,

(2) Persatujuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemerksaan
kelayakan dokumen tagihan sesuai ketentuan sebagai dasar pembayaran alas
pambarian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan {reimbursement).

{3} Pengajuan dan persetujuan dokumen sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) dilakukan meialui aplikasi Sidbankum.

(4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dilaksanakan metalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat secars
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesual dengan
katentuan dan mekanisme yang berlaku,

9) PIHAK KESATU wajip mengunggan Suratl Penntah Pencairan Drana (SF20) calam
aplikasi Sidbankum setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAK
KEDUA,

{6) PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemerintah Daemh untuk pemmohonan yang sudah diajukan
kepada PIHAK KESATLU

{7) Pelanggaran terhadap ketentuan pacda ayat (6) dapat dianggap sebagai
palanggaran.

Pasal 13
{1} Permohonan pencairan enggaran bantuan hukum dan PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU diperhitungkan sebagal realisasi
anggaran.
(2) Realisasi anggaran PIHAK KEDUA sebagai objek pemantauan dan evaluasi
PIHAK KESATLU serta menjadi dasar perimbangan penetapan anggaran peda
tahun benkutnya.

BAB 14
SANKSI

Pasal 14

(1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATL terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh
FIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada
Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Mentern Hukum dan Hak Asas| Manusia Republik indonesia
Momor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedorman
Kepala BPHN Momor PHN-55.HN.04.03 tahun 2021 tentang Standar Layanan
Bantuan Hukum.

{2) Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberikan sanksi
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2}

{1}

(2)
(2

(4)

BAB X
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 15
PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam
memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun
tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (force majeure).

Kadaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) melputl keadaan di luar kendal
dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak
dsengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan),
pamberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terorsme.

Jika PIHAK KEDUA, tidak dapat melaksanakan pakeraan berdasarkan Perjanjan
Palakzanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Fome
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majeuwrs harus memberitahukan
secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah teradinya Force Majeure,

Kerugian yang didenta dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai
akibat tarjadinya Force Msajeure bukan merupakan @mnggung jawab PIHAK
EESATU, demikian pula sebaliknya,

BAB X|
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16
PARA PIHAK dalam Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini  tunduk
sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia,
Dalam hal ternadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dan atau
sshubungan dengan pelaksanaan Parjanjlan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
sedapat mungkin dizelesaikan secara musyawarah untuk mufakat serla akan
dijadikan sebagal banan evaiuasi paca tahun anggaran benkuinya

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Perjanjian Pelakzanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
FIHAK dalam rangkap 2 (dua) di ates kerlas bemmelerai cukup yang masing-
measing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.
Biaya Meterali uniuk penandatanganan Peganjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
Hal-hal lain yang beium diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Baniuan Hukum ini
akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Penanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) sebagai satu kesatuan yang
tidak terpizankan dar Perjanjian Pelakganasn Bantuan Hukum ini.
Jika terjadl perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebiakan
terlcait bantuan hukum maka Perjanjan Palaksanaan Bantuan Hukum ini secara
langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
tersebut.



DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat uniuk
menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanskannya
gasugl dengan ketentuan peraturan pecundang-undangan, parfanjian in dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan metarai, mempunyai kekuatan hukurn
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR/KETUA PERKUMPLILAN
AN HUKUM SULAWESI PEMBERI JASA BANTUAN HLUIKLIM

NIP 19781010
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